
 

 
 
Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif 

Hukum Positif Indonesia 

Adnan Buyung1*, Arifai1, Gamlan Dagani1 
1 Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia 
 
       buyungadnangmail.com1* 

ARTICLE  
ARTICLE INFO 

Received 25 
Januari 2026, 

Revised 
28 Februari 

2026, 
Accepted 

13 Maret 2026. 

Abstrak 

 Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan anak korban kekerasan seksual 
dalam perspektif hukum positif Indonesia, yang mencakup aspek preventif, 
represif, dan rehabilitatif pascakejadian. Metode yang digunakan adalah 
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 
konseptual, dan studi kasus melalui telaah literatur serta analisis putusan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menyediakan kerangka 
perlindungan yang relatif komprehensif. Namun demikian, implementasinya 
masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya 
literasi hukum masyarakat, serta hambatan psikologis korban dalam mengakses 
mekanisme pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi 
antarinstansi, peningkatan kualitas layanan pendampingan, serta optimalisasi 
pemanfaatan teknologi dalam proses pelaporan dan penanganan perkara guna 
menjamin perlindungan yang efektif dan berkeadilan. 
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PENDAHULUAN 
Anak merupakan bagian yang esensial dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa 

dan negara, sehingga wajib memperoleh perlindungan dari segala bentuk ancaman, khususnya 
tindak kekerasan seksual (Manan & tanudjaja, 2025). Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang 
secara optimal serta terbebas dari rasa takut merupakan hak fundamental yang bersifat inheren 
dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Sari et al, 2024). Setiap perbuatan kekerasan 
seksual terhadap anak tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif yang 
berlaku di Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang 
diakui dan dijunjung tinggi dalam tatanan masyarakat internasional (Naim et al, 2025). 

Kerugian yang ditimbulkan tidak semata-mata terbatas pada aspek fisik, melainkan juga 
mencakup penderitaan psikis berupa trauma emosional yang berkepanjangan, gangguan terhadap 
proses tumbuh kembang, serta degradasi rasa percaya diri korban (Zakaria et al, 2023). Tekanan 
sosial yang timbul dari lingkungan sekitar, termasuk pelabelan dan stigma negatif yang dilekatkan 
kepada korban, kerap menempatkan korban dalam posisi rentan sehingga enggan mengungkapkan 
peristiwa yang dialaminya (Deviana et al, 2025). Kondisi demikian berimplikasi pada tidak 
terungkapnya sejumlah perkara ke ranah penegakan hukum, sehingga menghambat terpenuhinya 
hak korban atas perlindungan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam sistem hukum yang 
berlaku (Wafa & Azmi, 2024). 

Berdasarkan Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Republik Indonesia Tahun 2025, jumlah kasus yang dilaporkan meningkat dari 10.247 kasus pada 
tahun 2023 menjadi 11.196 kasus pada tahun 2024, atau naik sekitar 9,3%. Hingga pertengahan 
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tahun 2025, tercatat lebih dari 5.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak (KPPPA, 2025). 
Peningkatan ini dapat dimaknai sebagai meningkatnya akses pelaporan dan kesadaran hukum 
masyarakat. Namun, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak 
masih memprihatinkan. Peningkatan laporan belum sepenuhnya diimbangi dengan efektivitas 
penanganan perkara dan optimalisasi pemulihan korban, sehingga perlindungan hukum yang 
komprehensif belum terwujud secara maksimal. 

Peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak 
Pidana Kekerasan Seksual, pada dasarnya telah menyediakan kerangka normatif yang relatif 
komprehensif dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban (Risal, 2022). Namun demikian, 
implementasi ketentuan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan struktural 
dan kultural, antara lain keterbatasan sumber daya aparatur dan fasilitas pendukung, lemahnya 
koordinasi antarinstansi penegak hukum dan lembaga terkait, rendahnya tingkat kesadaran serta 
partisipasi masyarakat, serta prosedur peradilan yang berbelit dan berpotensi menimbulkan beban 
psikologis tambahan bagi korban (Sistha et al, 2025). 

Untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum yang efektif dan berorientasi pada 
kepentingan terbaik bagi anak, diperlukan langkah-langkah konkret yang bersifat implementatif, 
antara lain peningkatan kualitas dan kapasitas layanan pendampingan, penguatan koordinasi serta 
sinergi antarinstansi dan lembaga terkait, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna 
mempermudah mekanisme pelaporan dan mempercepat proses penanganan perkara (Nur et al, 
2025). Melalui perumusan dan penerapan strategi yang responsif, terintegrasi, dan berperspektif 
korban, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan 
juga teraktualisasi secara efektif dalam praktik penegakan hukum dan pelayanan publik, sehingga 
hak-hak anak sebagai subjek hukum benar-benar terpenuhi dan terlindungi secara komprehensif 
(Muis & Putri, 2025). 

Kondisi korban yang berusia anak memerlukan perhatian dan perlindungan secara khusus, 
mengingat secara psikologis anak berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan dengan 
orang dewasa. Oleh karena itu, pemberian pendampingan yang komprehensif, baik dalam aspek 
hukum maupun psikologis, merupakan prasyarat esensial untuk menjamin terpenuhinya dan 
terlindunginya hak-hak korban secara optimal (Yustiningsih, 2021). Ketiadaan mekanisme 
perlindungan yang terintegrasi dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (the best 
interests of the child) berpotensi menimbulkan reviktimisasi terhadap korban dalam setiap tahapan 
proses peradilan pidana (Faisal & Simatupang, 2021). 

Perlindungan anak korban kekerasan seksual harus dibangun dalam kerangka sistemik dan 
terintegrasi (Rahayu & Mubarra, 2025). Pada tahap preventif, diperlukan literasi seksual sesuai 
usia, pelibatan orang tua dan sekolah, serta mekanisme deteksi dini dan pelaporan yang aman 
(Batu et al, 2025). Pada tahap penegakan hukum, proses peradilan wajib responsif dan 
berperspektif kepentingan terbaik bagi anak, termasuk perlindungan saksi dan korban, 
pembuktian yang sensitif, serta koordinasi antar aparat guna mencegah reviktimisasi (Sidik & 
Suherman, 2024). Pada tahap rehabilitatif, pemulihan harus dilakukan melalui layanan terpadu 
psikologis, medis, sosial, dan reintegrasi pendidikan, disertai rencana rehabilitasi yang terstruktur 
serta pemantauan berkala untuk menjamin keberlanjutan perlindungan korban (Salsabila, 2024). 

Bertolak dari kerangka tersebut, penelitian ini diperlukan untuk menilai efektivitas 
implementasi norma dan prosedur hukum dalam praktik serta mengidentifikasi hambatan 
struktural dan kultural, seperti keterbatasan sumber daya, kapasitas aparatur, disparitas akses 
layanan, dan stigma sosial. Penelitian ini juga bertujuan merumuskan rekomendasi operasional 
yang aplikatif, meliputi penguatan standar pelayanan minimum, penerapan mekanisme rujukan 
terpadu satu pintu, pelatihan berkelanjutan bagi aparat, serta optimalisasi teknologi pelaporan 
yang aman dan terdokumentasi. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem 
perlindungan dan meningkatkan respons negara terhadap korban secara efektif dan berkelanjutan. 
 

METODE 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan 

yang bertumpu pada penelaahan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan menganalisis 
peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli, serta dokumen-dokumen resmi 
yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual (Soekanto & 
Mamudji, 2010). Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya pengkajian secara sistematis 
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terhadap konstruksi dan kerangka hukum yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip perlindungan 
anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional maupun instrumen hukum internasional yang 
telah diratifikasi oleh Indonesia. Metode hukum normatif tersebut dipadukan dengan pendekatan 
studi kasus terhadap beberapa perkara kekerasan seksual yang melibatkan anak di Indonesia. 
Pendekatan studi kasus dimaksudkan untuk memberikan gambaran konkret mengenai 
implementasi norma perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam praktik peradilan, 
sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yuridis maupun nonyuridis yang muncul dalam proses 
penegakan hukum (Marzuki, 2010). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD Tahun 1945, UU 
No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU 
No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan pelaksana lainnya 
yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2010). Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur 
ilmiah berupa buku, artikel jurnal, laporan resmi, dan publikasi akademik lain yang memiliki 
keterkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data empiris 
terbatas, antara lain berupa pemberitaan media massa, laporan lembaga swadaya masyarakat, 
serta dokumentasi dari organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak, sebagai bahan 
pendukung untuk memperkaya analisis normatif. Analisis terhadap seluruh bahan hukum dan data 
dilakukan secara kualitatif, dengan menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (das 
sollen) dan praktik penegakan hukum di lapangan (das sein), serta mengkaji sejauh mana 
perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual telah mengakomodasi prinsip-prinsip hak 
asasi manusia, khususnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) sebagai 
salah satu asas fundamental dalam hukum positif Indonesia (Ibrahim, 2013). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bentuk Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif 
Indonesia 

Perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia diatur dan 
dilaksanakan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat lex specialis 
maupun yang berlaku secara umum. Keseluruhan konstruksi normatif tersebut tidak hanya 
berfungsi sebagai landasan yuridis dalam penindakan terhadap pelaku, tetapi juga menegaskan 
bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) harus menjadi asas 
fundamental yang memandu setiap tahapan proses hukum, sejak penyelidikan hingga pemulihan 
korban (Riza & Sibarani, 2021). Salah satu instrumen hukum yang memegang posisi sentral dalam 
sistem perlindungan tersebut adalah UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang 
memiliki hak untuk mendapat jaminan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, 
dan perlakuan diskriminatif. Dalam ketentuan ini, negara dibebankan kewajiban untuk 
melaksanakan upaya perlindungan secara komprehensif melalui tindakan preventif, represif, dan 
rehabilitatif demi terpenuhinya hak-hak anak secara utuh dan berkelanjutan sebagaimana diakui 
dalam hukum nasional dan instrumen internasional yang diratifikasi (Mawarni et al, 2023). 

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam 
perspektif hukum positif Indonesia pada prinsipnya dilaksanakan melalui dua pendekatan, yakni 
preventif dan represif. Perlindungan preventif dimaknai sebagai serangkaian upaya sistematis 
untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui mekanisme pengawasan, edukasi, serta 
peningkatan kesadaran hukum masyarakat (Prasetyawati et al, 20222). Ketentuan Pasal 20 UU No. 
35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban serta 
bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak secara terpadu dan berkelanjutan, 
termasuk melalui pendidikan berbasis hak anak dan penguatan fungsi keluarga (Nurdiana et al, 
2024). Adapun perlindungan represif diarahkan pada penegakan hukum secara tegas terhadap 
pelaku tindak pidana kekerasan seksual (Nurisman, 2022). Hal ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 
2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menetapkan ancaman pidana penjara dan 
denda dalam jumlah signifikan, serta pemberatan pidana apabila korban merupakan anak, guna 
menjamin keadilan, efek jera, dan kepastian hukum  (Suryani & Ghozi, 2023). 

Selain pengaturan sanksi pidana, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 
Seksual mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada perlindungan dan 
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pemulihan korban. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian perkara dengan tetap 
mengutamakan hak dan kepentingan korban tanpa menghapus kewajiban negara untuk 
menegakkan hukum terhadap pelaku (Safitri et al, 2023). Dalam hal korban adalah anak, 
penerapannya dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kondisi psikologis serta prinsip 
non reviktimisasi dan kepentingan terbaik bagi anak (Windari et al, 2025). 

Perlindungan hukum lainnya berbentuk perlindungan prosedural yang dimaksudkan 
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak korban dalam setiap tahapan proses peradilan. 
Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 59A dan Pasal 69A UU No. 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak 
anak korban atas pendampingan hukum dan psikologis, pemeriksaan tertutup, serta perlindungan 
identitas guna mencegah stigmatisasi dan trauma lanjutan (Putri et al, 2025). 

Sistem hukum Indonesia tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek pencegahan dan 
penindakan terhadap pelaku tindak kekerasan, melainkan juga memberikan perhatian 
komprehensif terhadap pemulihan korban sebagai bagian dari pendekatan yang berkeadilan. 
Perlindungan rehabilitatif dimaksudkan untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban 
pascakejadian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, korban berhak 
memperoleh pelayanan medis, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, serta program 
reintegrasi sosial. Pelayanan tersebut diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga 
masyarakat yang kompeten, profesional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban 
(Safira & Kholiq, 2025). 

Penguatan perlindungan terhadap korban secara normatif juga tercermin dalam ketentuan 
pelaksana, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi 
bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Regulasi tersebut memberikan jaminan hukum agar 
anak korban memperoleh hak atas restitusi yang mencakup penggantian biaya pengobatan, 
pemulihan psikologis, serta kerugian materiil dan/atau immateriil lainnya yang timbul akibat 
tindak pidana. Dengan demikian, pemenuhan hak korban tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan 
dilaksanakan secara konkret guna menjamin keadilan dan pemulihan yang komprehensif (Tanjung 
et al, 2024). 

Apabila ditelaah secara menyeluruh, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah 
membentuk suatu kerangka perlindungan yang mencakup dimensi preventif, represif, prosedural, 
dan rehabilitatif. Secara normatif, konstruksi hukum tersebut dapat dikategorikan komprehensif; 
namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi di tingkat praksis, termasuk 
sinergi antar-lembaga penegak hukum dan lembaga layanan, ketersediaan sumber daya yang 
memadai, serta tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas 
institusional dan koordinasi sistemik dalam mekanisme perlindungan anak merupakan prasyarat 
esensial guna menjamin terpenuhinya hak korban kekerasan seksual atas keadilan dan pemulihan 
yang bermartabat. 
 
Kendala Serta Solusi Dalam Implementasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual 

Implementasi perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum 
positif di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat kompleks. Salah satu 
kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana 
pendukung, baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga pelayanan bagi korban. 
Kondisi tersebut semakin diperparah oleh masih terbatasnya aparat penegak hukum yang memiliki 
kompetensi dan pelatihan khusus dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai korban. 
Ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap 
korban berpotensi menimbulkan reviktimisasi, yakni situasi di mana korban kembali mengalami 
penderitaan psikologis akibat proses pemeriksaan yang tidak memperhatikan kepentingan terbaik 
bagi anak (the best interest of the child). Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum 
diperlukan mekanisme penanganan perkara yang berorientasi pada perlindungan korban serta 
didukung oleh aparat yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan perkara anak (Adnyana 
& Suardita, 2024).  

Salah satu kendala dalam implementasi perlindungan anak korban kekerasan seksual 
dalam perspektif hukum positif Indonesia adalah rendahnya tingkat pelaporan kasus oleh korban 
maupun keluarganya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rasa takut 
terhadap pelaku, adanya ancaman, stigma sosial yang berkembang di masyarakat, serta perasaan 
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malu yang dialami oleh korban. Dalam praktiknya, tidak sedikit korban yang memilih untuk tidak 
melaporkan peristiwa yang dialaminya karena khawatir akan memperoleh perlakuan diskriminatif 
atau tidak dipercaya oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Keadaan tersebut berdampak pada 
terhambatnya proses penegakan hukum karena alat bukti dan keterangan saksi tidak dapat segera 
diperoleh secara memadai (Silalahi et al, 2023). Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak 
hukum dan lembaga layanan korban juga belum berjalan secara optimal. Ketiadaan integrasi data 
dan komunikasi yang efektif antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pendamping 
korban menyebabkan proses penyidikan dan penuntutan berjalan lambat, sehingga mengurangi 
efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya diberikan secara cepat dan berorientasi pada 
kepentingan terbaik bagi anak (Cahyadi & Rasji, 2024). 

Hambatan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif 
juga bersumber dari aspek prosedural dalam sistem peradilan pidana yang cenderung panjang dan 
kompleks. Proses pemeriksaan perkara yang berlangsung dalam waktu relatif lama berpotensi 
memperburuk kondisi psikologis korban, terutama apabila korban diwajibkan memberikan 
keterangan secara berulang pada setiap tahapan proses peradilan di hadapan pihak yang berbeda. 
Keadaan tersebut tidak hanya memperpanjang beban emosional yang harus ditanggung oleh 
korban, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma lanjutan sebagai akibat dari proses hukum 
yang dijalani. Selain itu, mekanisme perlindungan terhadap identitas korban dalam praktik 
penegakan hukum belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh aparat penegak hukum 
maupun lembaga terkait. Ketidakefektifan perlindungan identitas tersebut dapat menimbulkan 
tekanan sosial dan psikologis tambahan bagi korban, khususnya apabila identitas korban diketahui 
oleh masyarakat luas, sehingga tujuan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana tidak 
dapat diwujudkan secara maksimal (Wahyuni & Pratama, 2025). 

Dari sisi substansi hukum, meskipun telah diberlakukan UU No. 12 Tahun 2022 tentang 
Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam praktiknya masih dijumpai adanya potensi tumpang 
tindih pengaturan dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perbuatan 
serupa. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran norma oleh aparat penegak hukum 
yang pada akhirnya berpotensi melahirkan inkonsistensi dalam proses penegakan hukum, baik 
pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun dalam putusan pengadilan. Ketidaksinkronan tersebut 
berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan rasa keadilan bagi korban tindak pidana kekerasan 
seksual. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui 
pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dan tenaga pendamping korban. Pelatihan tersebut 
mencakup penguasaan teknik wawancara yang ramah anak, pendekatan penanganan trauma, serta 
pemahaman komprehensif mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam sistem 
peradilan pidana. Selain itu, pembentukan unit layanan terpadu berbasis koordinasi lintas sektor 
menjadi langkah strategis guna mempercepat proses penanganan perkara serta meningkatkan 
efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual (Ningrumsari et al, 2022). 

Pemerintah perlu memperluas akses pelaporan perkara melalui pemanfaatan teknologi 
informasi, antara lain dengan mengembangkan sistem atau aplikasi pelaporan daring yang 
terintegrasi secara langsung dengan institusi penegak hukum, khususnya kepolisian, serta lembaga 
layanan bagi korban. Mekanisme tersebut memungkinkan korban untuk menyampaikan laporan 
tanpa harus hadir secara fisik di kantor kepolisian, sehingga dapat meminimalkan potensi 
intimidasi, tekanan psikologis, maupun hambatan lain yang sering dihadapi korban dalam proses 
pelaporan. Selain itu, penyelenggaraan kampanye edukasi publik secara berkelanjutan juga 
menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan guna menghapus stigma sosial terhadap korban 
sekaligus mendorong terbentuknya budaya pelaporan dalam masyarakat sebagai bagian dari upaya 
perlindungan hukum yang lebih efektif (Hanapi et al, 2025). 

Pada akhirnya, perlindungan anak korban kekerasan seksual tidak semata-mata 
ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, melainkan juga oleh konsistensi dan 
kualitas implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan kapasitas 
aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi dan integrasi antar lembaga terkait, pemanfaatan 
teknologi dalam sistem perlindungan korban, serta pembangunan kesadaran hukum di masyarakat 
menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai hambatan yang masih dihadapi dalam upaya 
memberikan perlindungan yang optimal bagi anak korban kekerasan seksual 
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Perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif 
Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui berbagai instrumen peraturan perundang-
undangan, khususnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak serta UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 
Kedua regulasi tersebut mengonstruksikan kerangka perlindungan yang mencakup aspek preventif 
dan represif. Aspek preventif diwujudkan melalui kewajiban negara dalam melakukan pencegahan, 
sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat, sedangkan aspek represif direalisasikan melalui 
mekanisme penegakan hukum, pemidanaan terhadap pelaku, serta pemenuhan hak-hak korban 
yang meliputi perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi. Meskipun demikian, efektivitas 
pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai hambatan 
struktural dan kultural. Rendahnya tingkat pelaporan akibat stigma sosial, keterbatasan kapasitas 
dan sensitivitas aparat penegak hukum, serta belum optimalnya ketersediaan dan aksesibilitas 
layanan rehabilitasi psikologis maupun sosial menjadi faktor yang menghambat terwujudnya 
perlindungan yang maksimal. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah berkewajiban 
memastikan implementasi norma-norma tersebut berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
tersebut dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kompetensi 
aparat penegak hukum dengan pendekatan yang berperspektif korban, serta penyediaan sumber 
daya dan dukungan anggaran yang memadai. Di samping itu, diperlukan strategi edukasi publik 
secara berkelanjutan guna menghapus stigma terhadap korban dan mendorong pelaporan sejak 
dini, serta penguatan sistem layanan pemulihan yang terintegrasi, meliputi pendampingan hukum, 
dukungan psikologis, dan reintegrasi sosial. Keseluruhan langkah tersebut merupakan prasyarat 
normatif dan praktis untuk mewujudkan perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual 
yang efektif serta berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the 
child). 
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